Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 207

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,

a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan
meningkatkan cakupan layanan air bersih Perusahaan
Daerah Air Minum guna meningkatkan pelayanan publik,
Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan
Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat,
maka Pemerintah Daerah perlu mendorong peningkatan
peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam
mendukung penguatan perekonomian dan meningkatkan
pendapatan asli daerah serta pemerataan kesejahteraan
masyarakat, diperlukan penguatan modal dari sumber
dana yang potensial untuk dikembangkan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah
dalam bentuk investasi jangka panjang dapat
dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan
Modal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
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Undang-Undang Nomor S Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2387), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1969 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2901);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5261);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 50),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal
Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 92);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
93);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

Menetapkan

dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

2. Bupati adalah Bupati Sinjai.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya
yang sah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha
Milik Daerah.

Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusda adalah perusahaan
yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan
daerah yang dipisahkan.

Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sinjai.

Modal daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang
berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti;
tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas
dan hak-hak lainnya.

Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal
Pemerintah Daerah kepada BUMD pada saat Peraturan Daerah ini
ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Penyertaan modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah
dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan
daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah
kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai.

Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang
sedang berlangsung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah dimaksudkan untuk meningkatkan sarana dan
prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan
kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja.

Penyertaan modal daerah pada PDAM bertujuan untuk:

a. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada
masyarakat;

b. investasi secara berkelanjutan;

c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan

d. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.
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BAB III
PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan
untuk penyertaan modal (investasi) daerah pada PDAM.

Dalam hal APBD defisit, maka penyertaan modal dapat dialokasikan
melalui anggaran pembiayaan daerah.

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan dalam rangka :

a. pengembangan dan peningkatan kinerja PDAM; dan/atau

b. menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan
pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai
dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa
barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

BAB IV
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diserahkan pada

PDAM adalah:

a. Tahun 1978 sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 2.552.609.756,-
(dua milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus Sembilan ribu
tujuh ratus lima puluh enam rupiah); dan

b. Tahun 2016 dalam bentuk non kas sebesar Rp. 5.156.109.283 (lima
milyar seratus lima puluh enam juta seratus sembilan ribu dua ratus
delapan puluh tiga rupiah) dalam APBD Tahun 2016.

Total Penyertaan modal daerah yang diserahkan pada PDAM sampai
dengan Tahun 2016 berjumlah Rp. 7.708.719.039 (tujuh milyar tujuh
ratus delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga puluh sembilan
rupiah).

Pasal 5
Penyertaan modal daerah pada PDAM adalah sebesar
Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang bersumber dari
APBD Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) wajib mendapat persetujuan bersama DPRD.
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Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah

pada PDAM sebesar Rp. 2°.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam APBD

Tahun 2017.

Dengan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) maka sisa penyertaan modal daerah kepada

PDAM sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah).

Pasal 7

Ketentuan mengenai Tata cara penyertaan modal daerah pada PDAM diatur
dalam Peraturan Bupati.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 8
Penambahan Modal disetor Pemerintah Daerah untuk tahun berikutnya
dapat dilakukan sepanjang tidak melewati penyertaan modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Penambahan modal yang disetor Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PDAM berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

PDAM berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB VI
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Akuntansi pengelolaan dengan penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh
lembaga akuntan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 12

Perusda yang menerima penyertaan modal daerah diwajibkan untuk
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun
berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan
daerah.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

Pasal 13

Pelaporan dan pertanggungjawaban dan penyertaan modal daerah pada
pihak ketiga, harus disampaikan oleh pihak ketiga kepada Bupati secara
periodik.

Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak terpisah dengan dana-dana yang dikelola oleh pihak ketiga selain

dana penyertaan modal daerah.

Pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 14

PDAM diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang
telah diaudit oleh auditor independen sesuai ketentuan yang berlaku di surat
kabar atau media online yang menjangkau wilayah daerah pelayanan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 15

Bupati berhak memberikan penilain atas pelaksanaan pengelolaan PDAM
paling sedikit satu kali dalam setahun.

Penilaian yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan
PDAM.

Bupati dapat menunjuk tim penilai yang independen dan profesional
dalam memberikan penilaian tersebut.

Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB VIII
BAGI HASIL USAHA
Pasal 16
Seluruh keuntungan dan/atau pendapatan dari laba atas pelaksanaan

penyertaan modal daerah pada PDAM yang menjadi hak Pemerintah
Daerah, disetorkan ke Kas Daerah.
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(2) Keuntungan dan/atau laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dimasukan pada pendapatan dan/atau penerimaan daerah pada tahun
anggaran berikutnya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran keuntungan dan/atau laba
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Austus 207

BUPATI SINJAI,

ttd

SABIRIN YAHYA
Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 18 Agustus 207

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd
TAIYEB A. MAPPASERE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.HAM.2.112.17
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian Kabupaten Sinjai diperlukan Penyertaan modal melalui
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai.

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penambahan penyertaan modal adalah
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap
memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
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Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 101



